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ABSTRAK

Dengan meningkatnya kebutuhan dan mobilitas masyarakat, keberadaan transportasi
umum menjadi pilihan yang sering digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Kemajuan teknologi dan informasi semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan
menggunakan aplikasi online yang tersedia dalam ponsel pintar. Dalam era digital saat ini,
semua aspek kehidupan manusia sekarang beralih menjadi online, salah satunya yaitu ojek
online sekarang telah menjadi angkutan umum yang diminati oleh sebagian masyarakat
karena sangat mudah dan cepat dalam kegiatannya. Tidak adanya pengaturan yang khusus
terkait dengan ojek sepeda motor dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan
ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek online sepeda motor sebagai
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Hal ini berakibat juga dengan
perlindungan hukum ojek online sepeda motor terhadap penggunanya dari Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009, karena di dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, mengatur kendaraan, salah satunya adalah kendaraan bermotor umum, seperti dalam
pasal 1 ayat (10), melihat hal tersebut maka keberadaan konsumen wajib untuk dilindungi
secara hukum melalui perundang-undangan yang jelas dan pasti, termasuk juga
penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap
penyelenggaraan jasa angkutan umum bermotor. Salah satu kerugian yang sering dialami
penumpang atau pengguna jasa transportasi ojek online sepeda motor adalah terjadinya
kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengemudi ojek online sepeda
motor.

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research), vyaitu penelitian dengan memanfaatkan sumber
kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, yang diperoleh dari berbagai sumber,
peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dari penelitian dengan
pendekatan yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang
memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun,
dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, perlindungan
Hukum terhadap pengguna jasa ojek online dalam kasus kecelakaan apabila ditinjau dari
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur
dengan jelas bahwa konsumen memiliki tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu hak
untuk mencegah konsumen dari kerugian, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa
dengan harga wajar, serta hak memperoleh penyelesaian hukum yang patut. Sehingga
kedudukan pengguna jasa ojek online yang mengalami kerugian akibat kecelakaan berhak
memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini adalah memperoleh ganti kerugian atas
kerugian yang dialami konsumen, diatur dalam pasal 19 ayat (2), yaitu ganti rugi dapat
berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
pengguna jasa ojek online berbasis aplikasi Gojek telah diatur dalam pasal 45 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana konsumen dapat menggugat pelaku usaha dengan
dua jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi)
berdasarkan pada pilihan sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ojek Online, Konsumen.



ABSTRACT

With the increasing needs and mobility of the community, the existence of public
transportation is an option that is often used to carry out daily activities. Advances in
technology and information, all of these needs can be met by using online applications
available on smarphones. In today's digital era, all aspects of human life are now turning
online, one of which is online motorcycle taxis which have now become public
transportation that some people are interested in because they are very easy and fast in
their activities. The absence of specific regulations related to motorcycle taxis in the
legislation results in legal uncertainty related to the position of online motorcycle taxis as
transportation of people with public motorized vehicles. This also results in the legal
protection of online motorcycle taxis for their users from Law Number 22 of 2009, because
the Law on Road Traffic and Transportation regulates vehicles, one of which is public
motorized vehicles, as in article 1 paragraph (10), seeing this, the existence of consumers
must be legally protected through clear and definite legislation, including settlements that
can be taken by consumers if they experience losses to the operation of motorized public
transportation services. One of the losses that are often experienced by passengers or users
of online motorcycle taxi transportation services is the occurrence of accidents caused by
errors or negligence of motorcycle online motorcycle taxi drivers.

In writing this study, the authors used library research methods, namely research
by utilizing library sources to obtain research data, which were obtained from various
sources, legislation and related literature from research with a juridical approach. This
research is descriptive-analytic, which is a research that has a concept by describing the
problem through collecting, compiling, and analyzing data, then explained and then given
an assessment.

The results of the research that have been carried out show legal protection for
online motorcycle taxi service users in cases of accidents when viewed from Law Number
8 of 1999 concerning Consumer Protection, it has been clearly regulated that consumers
have three rights which are the basic principles, namely the right to prevent consumers
from losses, the right to obtain goods and/or services at a fair price, and the right to obtain
an appropriate legal settlement. So that the position of online motorcycle taxi service users
who experience losses due to accidents is entitled to legal protection in this case is to obtain
compensation for losses suffered by consumers, regulated in article 19 paragraph (2),
namely compensation can be in the form of refunds or health care in accordance with
applicable laws and regulations. Then legal remedies that can be taken by online
motorcycle taxi service users based on the Gojek application have been regulated in Article
45 of Law Number 8 of 1999, where consumers can sue business actors in two ways,
namely court (litigation) and out-of-court (non-litigation) channels. based on a voluntary
choice by the disputing parties.

Keywords: Legal Protection, Online Ojek, Consumers.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif dan cepat
telah mengubah perilaku dan pola kehidupan masyarakat secara global. Di era
globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi menyebabkan proses
bersosialisasi menjadi cukup mudah dan tanpa batas waktu dan ruang, dimana
sekarang setiap orang dapat mengirimkan informasi kepada orang lain secara

cepat tanpa terbatas jarak yang jauh.

Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
adalah internet. Sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik
yang banyak dimanfaatkan oleh banyak orang dalam berbagai keperluan seperti
mencari informasi, mengirim email, mengolah gambar dan data, serta sebagai

sarana untuk melakukan proses jual beli barang secara online.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan mobilitas masyarakat,
keberadaan transportasi umum menjadi pilihan yang sering digunakan untuk
melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi dan informasi
semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan menggunakan aplikasi online
yang tersedia dalam ponsel pintar. Tentunya fenomena ini adalah satu hal yang
menggembirakan, karena membantu dari segi efisien waktu maupun tenaga

yang dikeluarkan. !

! Dian Mandayani Nasution, “Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan
Transportasi Berbasis Aplikasi Online”, Jurnal limu Hukum Vol 4, No 1, (April 2018), him. 18.



Secara umum transportasi memegang peran penting di Indonesia dalam
pembangunan ekonomi masyarakat, yaitu meningkatkan pendapatan nasional
dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hak atas pembangunan
tidak terlepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan harus memajukan
martabat manusia, tujuan dari pembangunan adalah demi kemajuan yang terus
menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil dan

merata.?

Transportasi atau pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan
yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan melihat
pentingnya keberadaan serta peranan transportasi, oleh sebab itu dalam hal lalu
lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya penataan terpadu dan mampu
mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu
lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, serta biaya

murah.®

Kegiatan dari transportasi yaitu memindahkan barang (commodity of
goods) dan penumpang dari satu tempat (origin) ke tempat lain (destination),

maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan

2 Absori, “Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia”, Jurnal
IImu Hukum, Vol 9, No. 1, (Maret 2006), him. 39-52.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga. (Bandung : Citra Aditya Bakti,
1998), him. 7.



perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat

bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.”

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus
dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya. Kebutuhan
tersebut tidak dapat terwujud hanya dalam satu lokasi saja, oleh sebab itu
manusia memerlukan transportasi dalam melakukan perpindahan orang
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

kendaraan.®

Secara umum transportasi di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu
transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Apabila melihat
pembagian jenis transportasi tersebut maka transportasi darat menjadi
transportasi yang sering digunakan oleh penumpang dibandingkan dengan

transportasi lainnya.

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia umumnya bergantung pada
transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari, dengan transportasi
konvensional maupun transportasi yang berbasis online. Dengan melihat
pesatnya perkembangan zaman yang memanjakan masyarakat dengan berbagai
teknologi modern tersebut, secara tidak langsung masyarakat mulai mengikuti

perkembangan tersebut dan cenderung lebih tertarik untuk memilih jenis

4 Soegijatna Tjakranegara , Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, (Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta, 1995), him. 1.

> Abbas Salim, Manajemen Transportasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), him.
45,



transportasi yang berbasis aplikasi online dibandingkan transportasi yang

berbasis konvensional.

Dalam era digital saat ini, semua aspek kehidupan manusia secara tidak
langsung ikut terdampak, salah satunya yaitu transportasi, dimana di era digital
saat ini, transportasi online semakin berkembang dan menjadi pilihan sebagian
orang, ojek online sekarang telah menjadi angkutan umum yang diminati oleh
sebagian masyarakat karena sangat mudah dan cepat dalam kegiatannya,
dimana ojek online dapat menjangkau tempat yang tidak dapat dilalui angkutan
umum seperti angkutan kota, bus, atau angkutan umum roda empat lainnya.
Ojek online sepeda motor dapat masuk ke dalam gang sempit, jalan setapak,
dan tempat terpencil lainnya, sehingga mampu menyediakan layanan dari pintu
ke pintu (door to door). Keberadaan ojek sepeda motor penting disebabkan
motor dinilai cepat, lincah, dan efisien untuk melewati ataupun menghindari

kemacetan di jalan raya.

Secara de facto, dengan hadirnya ojek online sepeda motor dianggap
sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya
angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun secara de jure, keberadaan
ojek online sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena
secara normatif ojek online sepeda motor tidak memiliki dasar hukum yang

jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ), di dalam Bab X tentang angkutan pada pasal 137 ayat (2) jo pasal



3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menyatakan bahwa
pengangkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan
kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang,
atau bus. Dalam bab yang sama pada bagian ketiga, angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum menggunakan mobil penumpang umum dan bus
umum. Meskipun keberadaan ojek sepeda motor penting dan dibutuhkan
masyarakat sebagai salah satu pelayanan angkutan orang, tetapi sepeda motor
belum diatur oleh pemerintah untuk beroperasi sebagai angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum.

Tidak adanya pengaturan yang khusus terkait dengan ojek sepeda motor
dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ataupun Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengakibatkan
ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek online sepeda motor

sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Hal ini berakibat juga dengan perlindungan hukum ojek online sepeda
motor terhadap penggunanya dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
karena di dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) mengatur kendaraan, salah satunya adalah kendaraan bermotor umum,
seperti dalam pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa “kendaraan bermotor
umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau
orang dengan dipungut bayaran”. Melihat hal tersebut maka keberadaan

konsumen wajib untuk dilindungi secara hukum melalui perundang-undangan



yang jelas dan pasti, termasuk juga penyelesaian yang dapat ditempuh
konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggaraan jasa

angkutan umum bermotor.®

Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa ojek online menjadi hal
yang penting, karena keberadaan konsumen, pemerintah sendiri telah
memberikan instrumen yuridis bagi perlindungan terhadap konsumen vyaitu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di
mana telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
untuk diperdagangkan.”’ Melihat hal tersebut, konsumen memang memerlukan
perlindungan hukum yang jelas dan pasti, serta berkaitan dengan penyelesaian
sengketa yang dapat ditempuh konsumen apabila mendapatkan permasalahan
dan mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyelenggara jasa angkutan

ojek online.

Salah satu kerugian yang sering dialami penumpang atau pengguna jasa
transportasi ojek online sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan yang
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengemudi ojek online sepeda motor.
sebagaimana dalam salah satu contoh kasus dimana seorang penumpang

bernama Sari Ramadeni seorang perempuan yang berusia 25 tahun yang

6 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi jalan Online. (Jakarta: Sinar Grafika,
2016) him.10.

7 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



mengalami kecelakaan pada saat menggunakan layanan ojek online berbasis
aplikasi Gojek, adapun kronologi kecelakaan terjadi yaitu Sari melakukan
pemesanan layanan ojek online menggunakan aplikasi Gojek untuk
mengantarkan ke tempat tujuannya yaitu ke Gedung Smesco, yang berada di
Jalan Gatot Subroto Jakarta. Setelah itu Sari mendapatkan driver, kemudian
Sari berangkat menuju lokasi, namun tidak sampai satu kilometer dari lokasi
awal penjemputan, Sari yang pada saat itu membonceng menggunakan pakaian
gamis panjang terlilit dalam gir motor. Kemudian driver dan Sari sebagai
penumpang terjatuh bersama dari sepeda motor, dengan posisi pakaian Sari
tersebut masih tersangkut dalam gir motor tersebut dan Sari yang terjatuh
dengan keras mengalami pingsan, dan kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat

untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan kasus tersebut maka diperlukan adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap
hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya adalah: hak untuk memilih,
hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk
didengar dan lain-lain. Hal ini berhubungan erat dengan hak-hak pengguna jasa
ojek online, oleh sebab itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi
pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan lain hak-hak konsumen
tujuannya adalah agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan

melakukan tindakan yang merugikan keselamatan konsumen.



Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis menyatakan tertarik
untuk membahas secara lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan
tersebut diatas dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA
JASA OJEK ONLINE BERBASIS APLIKASI GOJEK DALAM KASUS
KECELAKAAN YANG MELIBATKAN PENUMPANG (TINJAUAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa
ojek online yang mengalami kecelakaan ditinjau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna ojek

online apabila mengalami kecelakaan?



C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di
atas, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna
jasa ojek online berbasis aplikasi gojek yang mengalami kecelakaan
yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna
ojek online yang mengalami kecelakaan.
b. Kegunaan
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang
akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:
1) Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam
mengembangkan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang llmu
Hukum konsentrasi hukum perdata, khususnya dalam pengaturan
perlindungan hukum pengguna jasa ojek online yang mengalami
kecelakaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2) Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah
wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada

umumnya, serta sebagai pedoman ataupun bahan referensi dalam



penelitian sejenis yang berkaitan dengan perlindungan hukum

pengguna jasa ojek online di Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi penulis dalam
merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Selain itu, telaah pustaka
mempunyai hubungan langsung dengan tujuan serta metode penelitian yang
nantinya akan digunakan. Adapun tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk
memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep
dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya

penelitian terhadap masalah yang sama.®

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan
beberapa penelitian yang mempunyai objek penelitian yang sama, meskipun
penelitian tersebut mempunyai fokus pembahasan yang berbeda, diantaranya

yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap
Praktik Jual Beli Akun Pengemudi Ojek Online”, yang ditulis oleh Alfi Fauzul
Anam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen jasa

transportasi online akibat adanya jual beli akun pengemudi ojek online, dalam

8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju,
2008), him. 101.
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skripsi ini dijelaskan bahwa praktik jual beli akun ojek online membuat
konsumen merasa resah karena menimbulkan perbedaan informasi antara mitra

dengan aplikasi yang asli.’

Kedua, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa
Transportasi Online di Kota Surakarta”, yang ditulis oleh Bella Yustika,
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian tersebut
menjelaskan bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Surakarta mengenai payung hukum terhadap transportasi online dan bagaimana
bentuk perlindungan terhadap konsumen yang diberikan oleh perusahaan jasa

transportasi online tersebut di wilayah Kota Surakarta.°

Ketiga, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Jasa Transportasi
Online di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, yang ditulis oleh Hendra Hatami,
mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian
tersebut menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen jasa

transportasi online dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan

® Alfi Fauzul Anam, “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun
Pengemudi Ojek Online”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2020.

10 Bella Yustika, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota
Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
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bagaimana pengaturan jasa transportasi online yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Banda Aceh.!

Keempat, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa
Ojek Dalam Perspektif Hukum”, yang ditulis oleh Lutfi Al-Haris, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penelitian tersebut
menjelaskan mengenai perlindungan konsumen yang diberikan kepada
pengguna angkutan ojek dan bagaimana hukum menyikapi kehadiran sepeda

motor sebagai angkutan umum yang telah menjadi kebutuhan masyarakat.*?

Kelima, artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi
Transportasi Online Perempuan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia”, artikel tersebut ditulis oleh Elda Mitari, Mahasiswa Universitas
Riau. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan
hukum terhadap pengemudi transportasi online perempuan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.™®

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan tersebut, persamaan
mendasar adalah dalam objek penelitian, metode penelitian, dan kerangka

teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian. Meskipun

1 Hendra Hatami, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota

Banda Aceh”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, 2020.

12 ) utfi Al-Haris, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek Dalam Perspektif

Hukum”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016.

13 Elda Mitari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online

Perempuan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum, Vol.
5, No. 2 (Juli - Desember 2018), him. 9.
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dalam karya tulis sebelumnya membahas mengenai perlindungan pengguna jasa
transportasi online, namun peneliti akan menguraikan mengenai bentuk
perlindungan terhadap pengguna jasa ojek online dalam kasus kecelakaan yang
melibatkan penumpang, yang akan diuraikan menggunakan instrumen yuridis
terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, serta Peraturan pemerintah yang terkait. Berdasarkan hal
tersebut maka belum terdapat penelitian yang membahas mengenai
perlindungan hukum pengguna jasa ojek online berbasis aplikasi gojek dalam
kasus kecelakaan yang melibatkan penumpang, sebagaimana penelitian yang

akan dilakukan ini.

E. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai satu alat untuk mencapai tujuan
hukum yang lain yaitu keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum adalah
dilakukannya penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindakan
melanggar hukum tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran
tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum setiap orang bisa
mengetahui apa akibat yang bisa terjadi jika melakukan tindakan hukum
tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan persamaan

dihadapan hukum, tanpa memandang perbedaan apapun.*

14 Moh. Mahfud MD, Penegakan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada
Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai
HANURA, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi 8 Januari 2009).
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Di dalam teori kepastian hukum ini terdapat beberapa tokoh yang memiliki
pendapat berkaitan dengan teori ini, seperti Hans Kelsen, menurut Hans hukum
merupakan sebuah sistem norma. Dimana norma merupakan pernyataan yang
menekankan pada aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. norma-norma adalah
produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-
aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah
laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani dan melakukan tindakan terhadap
individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.*®

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam
arti tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir dan logis atau masuk akal.
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,
konsisten dan konsekuen dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh
keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar
tuntutan moral, namun secara faktual mencirikan hukum.

Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan

15 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.158.
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cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan
hukum dalam peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan
yang harus ditaati.'®

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu
konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat ahli hukum terkait dengan teori
ini diantaranya:

Menurut Philipus H. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan
akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kewenangan.!” Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa
perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan
kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum. Karena menurutnya sifat dan tujuan hukum yaitu memberikan

perlindungan kepada masyarakat dan harus diwujudkan dalam bentuk adanya

16 Asikin Zainal, Pengantar Tata llmu Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
him.30.

17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty,
1999), him.71.
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kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat
preventif dan represif.8
F. Metode Penelitian
Dalam suatu penelitian tentunya agar tercapai tujuan dan manfaat
penelitian maka penulis dapat menggunakan analisa yang dilakukan secara
metodologis dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan
pada suatu sistem, dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang
bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Oleh sebab itu dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1) Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan
(library research). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan
adalah penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk
memperoleh data penelitiannya. ¥° Penelitian ini dalam mencari atau
menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku,
jurnal, ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.?
2) Sifat Penelitian
Pada penelitian ini penulis cenderung menggunakan penelitian yang

bersifat deskriptif analitis. Adapun pengertian sifat deskriptif analitis yaitu

18 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), him. 53.

19 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004),
him. 2-3.

20 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’, Vol 08, No. 01, (Mei 2014),
him. 68.
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3)

suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian
dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. ?* Dalam hal ini penulis
mendeskripsikan permasalahan terkait aturan perlindungan hukum bagi
pengguna jasa ojek online berbasis aplikasi gojek dalam kasus kecelakaan
yang melibatkan penumpang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999, kemudian peneliti melakukan analisis menggunakan beberapa
peraturan terkait serta teori-teori yang dikemukakan.
Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Maksud dari yuridis sendiri adalah metode analisa permasalahan yang
melihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang masih
berlaku, dan secara normatif bermakna bahwa dalam melihat suatu
permasalahan menggunakan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun dalam melakukan penelitian penulis menggunakan beberapa
literatur sebagai pelengkap data penelitian, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku, diantaranya : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 8

21 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granat 2004), him. 128.
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Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan keterangan yang mendukung data primer. Data sekunder
adalah data-data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan
melalui literatur maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, surat kabar,
internet, penelitian ilmiah, dan lain-lain.??
3. Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau tambahan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti indeks,
kamus, bibliografi, dan ensiklopedia. Bahan hukum ini menjadi bahan
hukum pelengkap yang memiliki relasi atau hubungan dengan topik
pembahasan.
4) Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi
pustaka, adapun dalam studi pustaka adalah metode tunggal yang
dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Atau dapat dikatakan
bahwa teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri serta mengkaji

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait, buku

22 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Alfabeta,2012),
him. 67-69.
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paket, makalah, seminar serta dokumen dokumen yang memiliki hubungan
dengan penelitian yang dilakukan.
5) Analisis Data

Analisis data merupakan penjabaran dari bahan-bahan penelitian
sehingga hasilnya merupakan fakta yang benar. Pada tahap ini data yang
diperoleh kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu
kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data
kualitatif. Yang bermakna bahwa analisis data dilakukan menggunakan
pengaturan data secara logis dan sistematis. Setelah itu data diorganisasikan
, dan memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola.?® Adapun dalam
mengurai kesimpulan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deduktif,
yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum

kepada hal-hal yang bersifat khusus.

2 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), him.247.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan satu bentuk susunan yang bertujuan
untuk mempermudah peneliti agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk itu agar menggambarkan
secara menyeluruh berkaitan dengan sistematika pembahasan skripsi, maka
penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang
menggambarkan secara umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai jasa transportasi, hukum
perlindungan konsumen jasa transportasi online, dan asuransi kecelakaan
penumpang.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait gambaran tentang
ojek online berbasis aplikasi Gojek.

Bab keempat, berisi analisis yang membahas tentang perlindungan hukum
pengguna jasa ojek online berbasis aplikasi Gojek dalam kasus kecelakaan,serta
bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami
kecelakaan dalam menggunakan ojek online.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian yang merupakan analisis bab-bab sebelumnya, dan berisi saran-saran
dan masukan bagi penelitian sebelumnya, serta sebagai rekomendasi penelitian

berikutnya.

20



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis terkait dengan

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa ojek online dalam kasus
kecelakaan yang melibatkan penumpang, telah diatur dan dijamin
secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dimana Undang-Undang Perlindungan
Konsumen telah menjamin adanya kepastian hukum yang bertujuan
memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa ojek online.
Konsumen dalam hal ini pengguna jasa ojek online dapat memperoleh
kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat
dari hasil pemakaian jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha dalam
hal ini adalah PT Gojek Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam pasal
19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Dengan melihat bagaimana hubungan hukum
antara para pihak yang ada dalam aplikasi Gojek dalam hal apabila
terjadi kasus kecelakaan yang melibatkan penumpang maka pihak yang
harus bertanggung jawab adalah pengemudi ojek online itu sendiri. Hal
ini dapat terjadi diakibatkan karena dalam perjanjian kerja antara pihak
PT Gojek Indonesia dengan mitra dalam hal ini adalah driver
(pengemudi) dijelaskan bahwa driver telah menyetujui bahwa terkait

dengan risiko ataupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian dari
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driver itu sendiri. Kelalaian yang termasuk adalah keterlambatan mitra
dalam menyediakan jasa kepada konsumen (penumpang) dan
kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran yang mungkin
timbul dari ataupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh mitra
kepada merupakan tanggung jawab driver.

. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang dalam hal ini
adalah pengguna jasa ojek online yang mengalami kecelakaan telah
diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 45 dijelaskan bahwa
konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui dua jalur yaitu
melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi)
didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Upaya
hukum perlu dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian
akibat kecelakaan pada saat menggunakan jasa ojek online dikarenakan
dengan menempuh proses penyelesaian sengketa baik melalui
pengadilan maupun diluar pengadilan diharapkan baik konsumen atau
pelaku usaha mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan solusi yang

terbaik dari permasalahan sedang terjadi.
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B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan

di atas, penulis merasa perlu memberikan saran sebagai bahan rekomendasi

ke depan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap pengguna jasa ojek online berbasis aplikasi
Gojek harus ditingkatkan, dari pihak gojek dapat memberikan pelatihan
mendasar kepada driver ojek online, yang berkaitan langsung dengan
keamanan untuk driver sendiri dan terutama bagi penumpang ojek
online itu sendiri.

2. PT Gojek Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa ojek online
sebaiknya memberikan sanksi yang tegas terhadap driver yang
melakukan kelalaian berulang-ulang sehingga menimbulkan kerugian
terhadap penumpang, sehingga meminimalisir terjadinya kasus serupa
dikemudian hari.

3. PT Gojek Indonesia sebagai penyedia jasa ojek online sebaiknya
melakukan pengecekan secara rutin terhadap kondisi kendaraan para
driver ojek online untuk memastikan agar kendaraan yang digunakan
selalu dalam kondisi yang prima dan aman sehingga tidak
membahayakan keselamatan penumpang.

4. PT Gojek Indonesia harus selalu melakukan pengawasan salah satunya
melalui penilaian yang dilakukan oleh pengguna jasa (customer)
melalui penilaian bintang 1-5 dari pengguna ojek online setelah

melakukan pemesanan. Melalui penilaian tersebut secara tidak
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langsung menggambarkan kelayakan seorang driver dalam
mengendarai kendaraan selama melayani pengguna menjadi salah satu

acuan dalam memantau driver yang mengangkut penumpang.
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